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é;Zkﬁiébﬁﬁﬁaﬁf-n o Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 2 laret

?45 1955 No.2855/17, tentang hal jagg tersebut diatas, dengan

hormat bersama ini dichabarkan ®ahwa tembusan surat Guber-
nur, Kenala Daerah Propinsi Sumatera Utara, tanggal 24/1-
1955 No0.%381/1 - 209/1/Des berikut lampiran2nja telah sa-
ja terima - djuga Bupati2/Kepala Daerah Kabupaten lain-

zﬁ%g lainnja dalam Propinsi Sumatera Utara - langsung dari Gu-

bernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara. Dalam hal

ini dipersilakan Saudara memperhatikan pembahagian (dis-
a lxributie) pengiriman tembusan surat Gubernur, Kepala Da-
 erah Propinsi Sumajexs Utara tersebut diatas,-

ala Daerah Kabupaten
Atjeh Timur, |
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PROPIM SI SUMATRZRA UTARA
MEDAN, -

Medan, 24 Djanuori 1955.-

f'pnl Kintor Agonra Keresidenan *+ﬁ:h di K
para Kopnla Bagitn?2 dari Kantor Zubcrmur ‘qq“,vJu Ut:r? (cxzent
Bugisn Descntralisasi dan B‘;lﬁn _vlhﬂdmnb.4h),—
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PEORATURAN KO MIES I WYL WA 1946,

1, Ketentuan? Umum:

Poaorla sl

ang dimaksud didalam pceraturan ini dcngan:

H.TeB. ¢ Hoofd Tijdelijkc Bestuursdlenst;

Komisi Scwa : Komisi Scwa jong dimaksud dolam pasl
dalam dacrah siapo tcrlctak bangunan
bahagionnjas

3. Pcmakel: Barangsiapa jang mcecmakai suatu bangunon
atau bahagiannja, dengan tidak mcmpcer-
hatikan Jp"lk;ih untuk itu teloh diikat
suatu pbrogun031un-o(wa

Jang berhak: Barangsiapa jang becrkuasa untuk me-
mutuskan tentang pemakaiogn suatu banguncn
atau bahagiannja, tcrhadap mana orang lain
jong mcnd jadi pcomakainjas

5. Harga-scwa: h”ré“?,édhtlnk rugian? atau dJuSd? dalapn

{:acluruhunnga dalam bentuk apapun QJUQ~9
J g ditagih ”tuu dibajor untuk pemckoian
uatu binaun“n au bqhaglunngﬂ

6 Pcrdjﬂndji“n Scwa ¢ tia D rdjandjian jang diikat

dengan nama atuu dulam bentuk apapun dgu““,
jong bertudjuan memberikan kescmpatan untul
pemakaian .suatu bangunan ctau bahagiannjs

SN
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24 i&niang_hurgn—s wa_paling tinggi jang dipcrholchkin:

Pasal 2,

Dilarang mcncntukan, mcndjand jikan, mencrima gtou
menbajar suatu harga-scwa untuk sugatu bangunan atau
banagiannja, jang lebih tinggi dari harga-scwa paling
tinggi Janz dlpcrbol -hkan jang berlaku berdasarkan pasal--
pasal 3 auau 4,

Pasaila3

(1) Harga-scwa paling tinggi jang dipcerbolchkan ialnb:
2. untuk suatu bangunan jong dipergunakan untuk didiawme.
/le pcr 100 dari harga-scwa jang diperkirakan bag.

bangunan itu pada 1 Pcbruari 1942; ¢

b. untuk suatu bangunan jang dipergunakan sclain do
pada untuk didiami:
140 pcr 100 dari hargan-scwa jong diperkirakon bagi
bangunan itu psds 1 Pcbruari 1942; e

ce untuk rumah-rumab tempat tinggal jang bcrasal dari
sebclum pecrang, jang harga-scwanja pada 1 Pebruari
1942 berdjumlal £30,- atou kurang scbulan:
harga-scwa Jang dipcrkirakan bagi rumah-rumah tcrs: -
but pada 1 Pcbruari 1942,

(2) Djika suatu bangunan pada 1 Pcbruari 1942 tidak di-
ppTS“WLkﬂn, maka harga-scwa pﬁllng tlnggl jang dipegrvo-
lehkan jang dimaksud dalam ajat (1) adalah:
a. untuk bangunan jang baru Oldlrlkdn.
djumlah jang sesuai dcngan 150 per 100 dari h?“““
sewa jang berlaku pada 1 Pcbruari,l942 bagi Su_Tu
angunan jang scimbangs
b. untuk scgﬂlc bangunan selainnjas i
djumlah jang sesual dengan perscntasi  dspi havga-sove
Jang terschut dalam ajat (1) Jﬂng;'bgrlgiﬂl pada 1
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(3) Harga-scwa paling %inggi jang dipcrbolehkan untulk
suatu bohagicn dari suatu bangunan berdjumlah scbe njf*
bahogian jong Sebanding dori harga-sewd paling tinggl

jang diperbolehkan jang berlaku bagi bangunan itu.

(4) Djika komisi-scwa sebelum 1 Mei 1949 telah menets
kan suctu harga-scwa, jong menjimpang dari djumlah ha

SCWO j”ng berlaku pada 1 Pebruari 1942 untuk bangunan
jang bersarigkutan atau bahngiannja, maka pcrsentasi-por-
sentasl jang tersebut dalam pasal ini scharusnja dipfr-

kirakan terhadap harga-scewa jang telah ditctapkan itu.

e
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Basal. 4,

Berdasarkan keadaan? jang luar biasa maka komisi-scws
berkuasa:

a. moenetapkan suatu hargn-sewa paling tinggl jong dip.r-
bolehkan untuk suatu bangunan atau bahagicnnja jang
pada 1 Pebruari 1942 dipers scwakan, aang nenjinmpang
dari harga-scwa paling tinggi jang %iperbolchkan dan
jang berlaku buat bangunan itu berdasarkan pasal >
ajat (1) dan ajat (3) dan jang menggantikannja buat
5le

b, waktu penstapan harga-scwa paling tingegl jang diper-
bolchkan untuk bangunan atau bahagionmnja jang pads 1
Pcbruari 1942 tidak diperscwakan, menjimpang . dari Xo--
tentuan dalem pasel % ajst (2) dan ajat (5).

Y. Tentang komisi-scwo @
Pogal. By

1) Untuk*pengloksannerd peraturan ini make H.T.B. nemacsi
ingkungan pemerintahannja dalam dasreh-dacrabh.
2) Dalam tiap2 dacrah dibentuk H,T.B. suatu komisi-scuy,
Jjang berkcwadjiban menetapkan harga-scwa pallng tinggi
jang &1pu“b01chk“n untuk b“ngunqn9 jang terletok dal n
dacrahnja dan memberikan persctudjuan buat menguchiri
penjcwaand, terketjuali apabila pembentukan suatu komisi
jang scdemikian dianggap tidok perlu buat doerah jang
murtfqgkut(u, dalam hal mana maka kckuasaan?2, jang menu-
rut, peraturan ini akan diberikan kepada komiqi—S“wJ,
didjalankan elch pamong pradja jang tertinggi pangkatnjn
jang berado didaerph itu,.

Pasall 6,

(1) Kemisi-sewa terdiri dari scorang kctua dan sclkurcn: -
kurangnja dua anggota? dan wa k119n3h. Letua, anggota dun
3“1112n3q diangkat oleh H.7T.B.

(?) Komisi-scwa mengambil keputusan denzan suara terba-
njak. Djika pada pecmungutan suara tentvu; suatu hargs-
scws stiada diperoleh suare terbanjak, moka ia ditemtukon
5S¢ brﬂJuK rata? dari djumlah?2 jang dltchtlr.

(%) Komisi-scwa berkuasa memerintahkan kcpada ketuanja
atau salalsecordng dari anggota?nja atav. wakil2-nje

buat’ menctaokan hargnZ—scwa saling tingii jang diperbo-
lechblizn menurut petulldjuk? jang diberikarn oleh komiQi—
scwa itu, dalam hal? jang meaurut pendapatnja berkenttin
dengan itu telah ‘dipermudah,

PEsal ¥,

Komisi-sewa bsictindak didalem pﬂk”rdj“'n9—nj" ﬁcnrrmr
petund juk 2 dari HeT.B. Ia dapnt dibantu eleh scorang s5.-

kertagis joang diawgkat. gleh H.T.B., pada siapa ﬂp“«LL
perlu ﬁqpnt diperbantukan satu atau lcbili wakil-sckcria-

ris don pegawai? administrasi.

]_J
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Koetua dan anggota? dari komisi-sewa dan wakilZnja di-
pat menerima pembajaran jang ditetapkan oleh H.T.B. untul
pckerdjaan? mereka, :

Pasal 9,

Ketua dan anggota? dari komisi-scwa dan wakil?nja de-
mikian djuga sekcrtaris dan wakil2-sekertaris-nja diwa-

djibkan mcnjimpen rahasia dari permusjawaratan2,

Mercka seterusnja diwadjibkdan merahasiakan segala
jang diketahuinja doalam djabotannja, sepandjang mereka
tidak diwcdjibkan buat mewmberitahukannja.

4, Tentang penctapan harga? scwa paling tinggi jang
diperbolehkan, : _

Pasal 1t

Tiap? pemakai dan tiap? pemilik dari suatu bangunen
atau bahagiannja berkuasa untuk memohonkan kepada komisi--
sewa penctapan harga-scwa paling tinggi jeng diperbolch-
kan,

Jang sedemikian mulai sa'at jang akan ditentukan olch
komisi-scwa,.

i st T o BT 0 B

(1) Suatu permchonan buat menetapkan harga-scwa paling
tinggi diperbolehkan dari pemakai suatu bangunan atau
bahzgiannja, jang buat itu tidak diadakan perdjandjian
sewa, tidok akan dipenuhi, apabila kedjadian salah satu
dari hal? jang berikut:

. jang berhak memerlukan sekali bangunan atau bahagicon-
nja untuk dipakai sendiri, sehingga dari padanja -
dengan memperhatikan menurut patutnja kepentingon?
ckonomis dan keperlucn? bersama dari kedua btelah pihal
tidak dapat dipaksakan, bahwa ia akan membiarkan pe-
makei mempergunakennja dan dengan persetudjuan komigi--
sewa menund jukkan, bahwa scbenarZnja ia jang akan me-
mokainja sendiris

be dichawatiri sangat, bohwa pemakai akan memakai bangu-

nan atau bahagiannja dengan tidak baik ataupun akan

menjusahkan sangat tagl jang-berhak atau anggota
rumah tangganja, djika mercka ini mendjadi pemokai~
scrta dari bangunan itu atau tidak akan menjanggupi
mecnunaikan kewad Jiban?nja sebagai pemakai terhadap
jang berhak;

bangunan atau bahagiannja dipergunakan oleh pemakai,

baru scsudah tanggal pcenetapan peraturan inig

Jang~berhak berkehendok mempersewakan bangunan atau

bahngiannja kepada seseorang, maupun berkehcndak nengs-

chiri suatu perdjandjian-scwa jang masih berdjolan
dengan seseorang, jang pada 1 Pebruari 1942 mendjadi
penjewanja djuga dan dengan persetudjuan komisi-scws
menund jukkan, bahwa jang-berhak sesungguhnjzs akan mo-~
njerahkan pemakaian bangunan atau bahagiannja kepodn
Jang tersebut penghabisan, asal ssdja:
le. mengenal bangunan ctau bahogiannja jang tidak di-

1o
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peruntukkan buat didiam}, jang mana letak dan/a-

tau bentuk, berhubung dengan peruntukannja, horus

dianggap penting menurut pertimbangans

2¢., scscorang jang pada 1 Pebruari 1942 mend jadi pe-
njewa dari bangunan atau bahagionnja, jang oleh
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3¢, kcpentingan?2 bersama darl seseorang jang pada 'l
Pebruari 1942 mendjadi penjewa dari bangunan
ﬂﬁau bahaviannjd dan dbnbun mengihgat pemakal dov

Leadaon? jang istimewa dari bangunan itu, LLJ_L—

tﬂsngﬂ bahwa kepentingan? dari jang tersebut b

mula dlD erikan perlindungane
(2) Dalam hal jang dimaksud dalam ajat (1), maka jang
berhak atas suatu bangunan atau bahagiannja terhadap
mana tidak ada diikat perdjandjian-sewa dengannja, ber—
kuasa memohonkan kepada ksmisi-sewa untuk memberikan sun-
tu surat keteranggn, bshwa komisi tidak bersedia menc-
tapkan harga-sewa paling tinggl jang diperbolehkan buat
bangunan atau bahagiannja,

Paeal 1.2,

cuatu harga-sewa paling tinggl jang diperbolehknn,
jang ditetapkan oleh komisi-sewn adalah mengikat bagi
pemakai dun pemilik, jang mana perhubungan mereka untuk
sc¢lainnja, dalam hal tidak terdapat lagi suatu perdjan-
djlan-sewa jang telah pernah ada atau jang akan diikat
lagli sepandjang menurut peraturan ini tidak ditetapkan
Jang lain, dikuasai oleh hukum jang berlaku tentang me-
njewd don mempersewakan.

5. Ketentuan? istimewa berkenaan dengan pengachiran

SEWD

Pasal 1354

(1) Suatu perdjandjian-sewa tidak berachir karena per-
njataan mumnrrhbntlkunngu dari fihak jang memperscwii-
kan menurut hukum jang berlaku, selama penjewa masih
memakai bangunan atau bahagiannja, djuga tidak djike
pernjataan memperhentikannja itu kedjadian sekelum pe--
raturan ini mulal berlaku, terketjuali apabila komisi-
sewo memberikan persetud juan untuk itu.

Perhubungan antara pemakai dan Jang-berhak jang dimak-
sud dalam pasal 12 djuga tidak berachir karena pernja-
taan memperhentikannja dari fihak jang-berhak, selama
penakal masih memskai bangunan stau bahagiannja,
terketjuali apabila komisi-sewa memberikan persetudjuan
untuk itu,.

(2) Persetudjuan atas pernjatasn-memperhentikan, sebrgei
dimaksud dalam+ajat dimuka, hanja diberikan oleh komisi-
sewa dalam hal-hal jang dimaksud dalam pasal 11 ajot (L)sudb
a dan d, demikian djuga dalam hal pemakai telah mem—
perfmnaﬁ - bangunan atau bahagiannja dengan tidak seprn-
tasnja, ataupun menjusahkan sangat pada Jjang ber-hak
atau anggota rumah tangganja, djika mereka ini mendjadi
pemakai-serta dari bangunan itu atau telah sangat mela-
laikan untuk menunaikan kewadjiben2nja sebagal pemaksal
terhadap jang berhak.,

(3) Komizi-sewa dapat memberikan suatu djangka waktu
kepada pemakail untuk dapat lagi memenuhi kewadjiban?nja
dan dalam pada itu menetapkan suatu aturan-pembajaran.
Setclah djangka waktu itu berlalu atau aturan-pembajarcn
itu menurut pendapatnja tidak dipenuhi, maka komisi~—:
mengambil keputusan sSetelah mehdengar, setidakZnja no-
manggil kedua belah fihak,

it a0




Pagnli i,
jiﬁ menurut ketentuon dolam pasal 1570 d ri kitab-
undaeng? sipil (B.W.) penjewaan akan berachir menurut hu-
kum 6 :ngen tidak menghendaki pernjataon-memperhentikan,
akan te t1u1 penjewa menghendakinja supaje diperpandjang
untuh waktu jang tertentu atau tidak tertentu, penjewaon
itu tidak @aken berhenti selaoin dari sesudah diperoleh
persctudjuan dari komisi-sewa
Ketentuan dalom pasal 13 uaat (2) diperlakuk-n dalam
kel ing, :

Paaal Iy

~ Dikchendaki djuga persetudjuan dari komisi-scwa, djika
pembell dari suatu bangunan hendak mempergunakan kekuasaan
Jang ditentukan dalam perdjandjian-scwa, untuk dalam hal
pend jualan memaoksa penjewa buat mehgosongkan jang~disewo -
nja . ;

Ketentuan dalam pasal 13 ajat (2) diperlakunkan daln
hal ini, dengan pengertian, bahwe persetudjuan 1tu, ber-
dosarkan keadaan bahwa pembeli akan memakai sendiri bo-
ngunan itu, hanja diberikan, apabila diperlihatkan, bohv
nontrﬂk—pcmbkllmn diperbuat sebelum tanggnl penetapan s
raturan ini.

Pasal 16,
Selama peraturan ini berlaku, maks suatu perdjandjian-

sews dan suatu perhubungan jang dimaksud dalam pasal 12
tidak akan mendjadl berachir eleh sebalb suatu keputus:
dari Panitya untuk Menjelesaixan Urusan Pémulihan Hak di

Indoneska dengan tiada persctud juan dari komisi-sews.

Pisgl 17.

Djika komisi-sewa memberikan persetudjuannja, maka ia
menetapka S”'Gt berachirnja penjewaan, dengan memperhati-
kan dgﬂnykﬂ —waktu buat melakukan pernjotacn? memperhen—
tikan jJang biasa sesctempot

6. Kebentuon? resmli dan djalannja perkard.:

Pasal 18,

Sustu psrkera hanja dengan tertulis dapat minta urus-
kan olhh komisi-sewa. Komisi-sewn dapat memberikan ke-
tentuon? tentang bentuk dan susunon dari surat? permoho-
nan dan kebiasaan?2 jang harus dipenuhi.

Pasal 19

(1) Buat pemeriksaan oleh komisi-sewa dari suatu surat
permchonan jang dimad jukan harus dibajar olech pemohcu sud-—
tu biaja sebanjak 20 per 100 dari harga-sewa bulanzn dari
fangunan jang bersangkutan atau bahagiannja, jang - bils
p;n1v - ditaksir ‘oleh komisi~-sewa,
(2)+8uatu surﬂt -permohonan jang dimadjukan kepada komisi-
sewa hanja dapat diterima, djika pemohon atas persetudju-
an ketua dari komisi-sews dapat memberikan djamingn buat
penbajoran jong tepat dari biaja -jang dikenakan.

Ketua deri komisiwscwa. berkuasa memberikan kebebasan
ari ketentuan dalam ajat ini, apabila pemohon dengan per-
ctud juannja menundjukkan dengan njata tiadao berkesanggu-

p?a gemperikan djaminan ini.

I
i 0

n



Pasal OC).

) Suatu surnt permchonan untuk menetapkan harga-sewo
aling tinggi Jang diperbolehkan atau untuk memperolch
rbbtudgu n buat mengachiri suatu penjewacn, memat Se~
ala keterangan? jang diperlukan untuk mempertimbangkan
D rigohonan itu, seberapa perlu dikuotkan dengan bukti?,
(2) Tentang olmadguﬁdnngq suatu surat permohonan dan ten-
tang isi-ringkasnja dengan segera diberitahukan cleh komi-
si-sewa kepada fihak-lawan, dengan permintean supaja me-
njampeikan djawaban tertulis didalam djangka-waktu jang
ditetapkannja.

(%) Dalkq suatu surat permohonan tiada lengkap memuct ke-
terancganl, maka komisi-sews memberikan kescmpatan kepadn
pemohon untuk memperlengkapi surat p-ermochonan itu.

Dalan hal itu komisi tersebut ucbcripa perlu memberikan
boantuannja pada pemohon.

08 g g~
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Pasal 21.

Komisi-sewa dan ketua dan angota2n3a dan wakil? mecrelt,
djika mereka berda Qrkan ketentuan dalam pasal 6 ajat (5)
dibeboni dengan penctapan harga?-scwa paling t1ng;1 jang
diperbolehkan dapat meminta kepada kedua belah fihek untul
melampirken keterangan? dan bukti? selandjutnja.

Sebelun mengambil keputusan, mereka dapat memberikan
kesempntan kepada kedua belah fihak untuk mendjelaskan su-
rat permohonan atau surat-tangkisan mercekas dengaon lisan
dihadapan komisi-sews atau scorang jang ditundjuk olch ko-
misi~-sewa buat itu, termasuk mereks sendiri.

Pasel 22,

Komisi-sewa wadjib mcmberikan kesempatan pade kedua bo--
lah fihak untuk selalu memberikan pendjelasan dengan listn
terhadap surat? psrmohonan dan surat? tangkisan tentong
memperolch persetudjuan?, jang dimaksud dalam pasal? 13,

14 dan 15, demikian pula terhadap surat? permohonsn dan
surat2 tangkisan tentang penctapan harga-sewa paling tinggi
jang diperbolchkan, apabila ini dapat mengakibatkan dipecr-
lakukannjs pasal 11.

Keputusan dari komisi-scwa atas surat-permohonan Scperti
itu harus selalu berdasarkan alasan.

- -

“Pasal 23,

Sambil menetapkan harga?2-sewa paling tinggi Jjang diper-
bolehkan karena djabatan buat hal-hal perseorangan, komisi-
sewna memberi kesempatan pada pemakal dan pemlllh untuk rmen—
beritdhukan perasaan mereka kepada komisi-sewa dengan lisan
atau tertulis, seberaps diizginkan bagi baiknja djﬂWun per—
kara.

Bagal 24,

Komisi~-sewa berkuass untuk memanggil orang? sedemikian
dan untuk mendengar atau menjuruh dengar secbagai saksi?
atau shli?, sesudah atau scbelum dlauﬂp“ﬂ, menurut diang-

gapnja perlu untuk memberikan penerangan padanja. Orang?
itu wad jit hadir dan memberikan penerangan jang diminta.

Pasal 25,
Djika seorong saksi tinggal diluar daerah dari komisi-

sevi, maka komisi ini dapat meminte pertolongan dari H.T.3B,
untuk melokukan pemeriksaan.
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Djika seorang saksi jang berdiam didalam daerah dari kowis=
si-sewa, walaupun telah dipanggil menurut mestinja, tidak
berhadir tanpa kenjatasn mempunjai halangan jang sah, maka
komisi-sewa dapat memerintahkan supaja ia oleh alat Negarn
dibawa kehadapannjaataw orang jang akan ditundjuknja buat
melakukan pemeriksaan,

Pasal 26,
N
Kowisi-sewa ‘dapst djugd mendengar saksiZ atau ahli?,
jang dibawa oleh kedua belah fihak, jang hadir dengan sulii-

relas
Basal 27. .

Komisi-sewa dapat memerintahkan ketua, anggotaz- aton
sckertarisnja tuat memeriksai atau menjurth periksai por-
kara? dan memberikan lapuran tentang itu, scbe zlumnja per-
kara itu diputuskan oleh komisi-sewa. | ;

Pagsal 28,

lomisi-sewa berkuasa melihat atau menjurvh 1lihat dan
menzambil atau menjuruh ambil salinan atau petikan dari
kohier? padjak penghasilan jang seberape banjak bersangku-
tan dengan daerah untuk mana komisi-sewa itu dibentuk,

Pagal 29.

Keputusan diberitahukan dengan tertulis kepada pemakai
dan pewmilik, surat mana sedapat mungkin dikirimkan ter-
daftar,

Pand jatan terhadap keputusan dari komisi-sews tidak
terbuka, terketjuali jang mengenai suatu permintaan buat
pergsetudjuan untuk menghachiri penjewaan sebagai dimaksud
didalam pasal2 13, 14 dan 15, maupun suatu ketetapan ten-
tang menperlakukan pasal 11, dalam hal mana kedua belah
fihak dalam 14 hari sesudaoh penanggalan surat, dengan mans
diberitalukan keputusan itu sesual dengan ketentuan dalam
pasal %6, dapat memadjukan pandjatan kepada hakim harian
jang binsa dari kedna belah fiha 1k, dalam daerah pengadilo:
siapa terletak bangunan atau b1h1glann3a.

$&8telah berlalu 6 bulan sesudah hari penanggalan dari
surst, delgan mana diberitahukan keputusan dari kemisi-
scws mengenal harga-sewa paling tinggi jang diparbolehkan
dari suatu bangunan atau bahagiannja stem pengachiliran pe-
njewann dari suatu bangunan atau bahagignnja, dapat di-
nintakan Vﬁpuuuqﬂn baru dari komisi-scwa tentang bangunin
ateu bahagiannja itu,.

Pasal 30

. Komisi~sewa mengatur tjara-bekerdjanja eendiri, sepan-
ljang mengenai itu tidak diatur dalam peraturan ini.

Pasal 52,

Komisi-scwa memberikan kepada seseorang jang menjerali-
kan schelai surat kepadarnja, apabila dikshendakinja, sehe-
lai —tanda penerimaan jang bertangegal.
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Pasal 33.

Ketua dan anggota? dari komisi-scwa masing? @Eﬁ %o-
leh turut serta pada pengurusan sesuatu pcrkmru, jan _,3m
sangkutan dengan pribadi mereka, isteri/suami mereka ﬁt
keluargn mereko sampal dengan derdjat ketiga atau jang Ga-
lamnja tersangkut mereka atau salah seorang dpri orang?
jang terscbut itu sebagai kuasal,

Tentang tidak turut-sertanJa Atk dlpqndand terhadap
perkara tertentu itu sehagai tidak berhadir.

Pasal 34,

Panggilan2 untuk menghadap komisi-sewa atau seorang
jang ditundjuknja maupun ketuanja, anggotaZnja atou wakil®
mereka, dilakukan dengan surat, jang scdapat mungkin di-
kirimkan dengan surat,

Pasal 35,
Fihak jang berperkara waktu pengurusan perkara mereke

oleh komisi-sewa dapat dibantu cleh sccrang jang dikuasa-~
kan atau diwakili oleh seorang jang dikuasakan tertulis,

7. Tentang. pandjatan (membanding).
Pasal %6,

Pand jatan terhadap keputusan dari komisi-scwa terdasar-
kan ketentuan dalam pasal 29 disusun dalam sehelai surat,
dalam mana diminta kepada hakim untuk membatalkan keputi:-
san itu dan memberikannja. jang lain.

Surat itu memuat alasan? makanja pemohon mengfinggan
keputusan dari komisi-sewa tidak benar.,

Pada surat itu dilampirkan surat dari komlal-swa Jang
dikirimkan kepada pemohon dimana diberitahukan k”putquu-
njce

Pasadt T,

Hakim menentukan hari, tempat dan djam dari pemsriksaun
perkara dan menjuruh panggil pemohon dan fihak lgwannja,
sambil mempermaklumkan kepada fihak lawan tentang surat

» pemohon jang dimadjukan kepadanja,

Pasal 38.
Kekuasaan2 jang diberikan dalam pasal?2 24, 26 dan 38
kepada komisi-sewa teruntuk djuga bagi hakim kepada siapn

dilakukan pand jatan. Hakim ini mengambil keputusannja
dengan memperhatikan ketentuan? jang diberikan kepada ko-
misi-sewa dalam pasal? 11 dan 1% sampai dengan 17.

Pasal 39. ' =

Terhadap keputusan dari hakim atas pandjatan itu tidak
ditenarkan melakukan pantjatan lagi.

8. Ketentuan? hukuman.

Pasal 40,
(1) Barangsiapa, jang berbtuat berlawanan dengan laranzan
jang tersebut dalam pasal 2, dihukum dengan kurungan sc-
lama2nja 1 tahun atau denda sebanjak2nja 5000 rupiah.



(2) Baraungsiapa, jang dengan ‘sengad ja berbuat berlawanan
’ . dengan larangan jang tersebut dalam pasal 2, dihokum de--
: ngan hukuman-pendjara- selama=lamanja 1 tﬂhun atau denda
sch njak-ranjaknja sepuluh ritu rupiah,
3 (%) Perbuatan-perbuatan jang dapat dihukum menurut ajat
(1) dianggap sgbagai pelanggaran;
nerbugtan-pcrbuatan jang dapat dihukum menurut agit (2)
dlnunatnb sebngei kedjohatan.
= (4.) Hakim dapat memerintahkan pengumuman dari keputusan-
nja atas ongkos-ongkos dari pelanggar.

sal 4y

Djika salsh satu dari perbuatan-pertuatan dalam pasal
: 40 jang dapat dihukum dilakukan oleh atam untuk badan=-
LImemn(ﬁ1QMh- hukum,  maka penunﬁutaqlterhadap orang, jang mcmberikan pe-
kan dén hulmmen rintah untuk melakukan pcrbuqtan jang dapat dihukum itu,
diputuskan atau jang kenjataan memimpim pada pcrbuﬂtan atau melalaikan
jang terlarang itu.

Pasal 42,

Selain dari mereka, jang pada umumnja dibebani dengan
pengusutan pertuatan-perbuatan jang dapat dihukum, maka -
untuk pengusutan perbuatan~-pertuatan jang dalam pasal 40
dapat dihukum, berkuasa djuga orang~orang jang untuk itu
AItUHOJuk oleh’ H.7.H,

Pasal 43,

- - Pegavai-pegawai-pengusut jang dimaksud dalam pauul 42
berhak dgngan suatu surat-kuasa jang dibverikan oleh etau
atas nama H.T.B. setiap waktu memasuki segala tempﬁt ~tem-
pat termasuk dalumngﬂ rumah-rumah, dan meminta segala tu-

- ku-buku dan surat-menjurat, acpdnoaang hal itu dianggap
sepatutnja perlu dalam mendjalankan kewadjitannja, Apabile
perlu mereka memasuki tempat-tempat itu dengan kantuan’
‘alat Negarsas, ‘

9, Kefentuan=kectentuan penutup.

Pagal 44,

segala surat-surat jang diperbuat berdasarkan peraturc:
ini adalsh bebas dari ongkos-ongkos.

Pasal 45,

H.T.B. berkuasa, dengan persesuaian dengan komisi-secwa,
menentukan bahwa peraturan ini tidak berlaku atas hrangu-
nan~bangunan jang ditunduknja, bahagian-bahagiannja atau
kat({gil—kcthorl dari bangunan-tangunan atau tahagian-
bahaginnnja-,

Pasal 46,

- (1) Peraturan ini berlaku untuk tiap-tiap daerah jang
2 “1an ditundjuk oleh H.T.B, runlai sa'at jang tiap-tiap
alinja ditentukan olehnja,
(9) Pepaturan ini dapat disebutkan dengan Peraturéan Ko—
R misi Sewa 1946,-

----- | Ditdrdjcma dn oleh: -

Komls—kep ay
y, J//// %



 MINTOR KERESIDENAN ATJEH

K UTARAD])A

PN TR 2SI U-tena

;@r / KUTARAD])A, 20 Djammrl 1986,~
b Eé N 29a37. o
I LAMPIRAN: o
h‘t vn / PERIHAL :

: . l b m wd S o™
e T
|

7

| e guk w'mca surat Gubarmun/iapals
[ S\\W\j ik e 2:2’::.» dhﬁn.-::' u.: mmi

ti/iepeln Doereh e e
Fobugaten selurh & Tpajin 6K e~
itJeh.- Z -




1 e T - o %1:
A o« LTHEUBUSAN surat ini serta laﬁéirﬁn

= ¢ j / P b
= . A~ L — -
J o il (, ~ A a Al

7 - aE A

'

PRORDINSTI SUWATBRI TPaRA

B L e L e e L T e T e e e e e e e e ety e e e P e e 8 L e e T T

, . 7 Med an, 8 Desember 1954;;
Lampiran: : 2L T

Perihnl : Pembentukan ¥omisi Scwa.- Kepnda
) N ’, ~‘-'n—-v-ﬁ.n-~?=.—---—vu—-—.—-—-'—-I—-‘—-ﬁ--’—-—ﬂ
C", / ¥ /’ i F -
»cf!?%éizzﬁfﬁxrfk‘f/zi~~f ’ 2. Resid m e
. i . = + Residen Tapanuli @i 3ibolga.~-
h_szJ#?) { side DA i Sibolza.

: : / f;}wﬁ P i A N D SEa < g
/ /q;/’/‘ '

/ //7 Lls Dengan hormat bersama ini dikirimkan pada Sau-
dara salinan2 surat kami tangeal 27 Djuli 1954 o,

- 38844/17 =~ 1397/5/Des -janz dialamatkan kepada Menteri
; Dalan Wegeri don djawnkannjn (surat Menteri Dalam Ne-
geri tangzal 4 Nopewber 1954 No. S.U.5/3/46), jang un-

tuk mempersingkat ditundjuk pada isinja.

‘w=)., Residen Abjeh di Kudaradjaj

Y 2. Selnin dari itu untuk mendjndi pedoman bagi
- L,b*ev ”Jf“ Saudara xami sSerbakan djugn bersama ini salinan2/kuti-

Jart” p+,; [ pan daris

fﬂ”b 4 . a. Huurcommissic-verordening 1946, schagzaimana telah

Ny .88y dirubah dan/atau ditnmbah kewudian;

””jw‘ LN R S Kepuﬁusqn dari Presiden Republik Indonesia tangenl

7 Y 28 Djuli 1952 Wo. 174 serta pendjelasannjaj;

/ ;tbrﬁﬁ” C. O%tbld 1939 No. 582 (pasal 34 ajat 5);

j ﬂwti' d, Undangz-undang daruras No.8 Tahun 195% (Lembaran

‘f / » Negara No. 54 Tahun 1957 ) serta pendjelasannja;

25“ e. Undang-uridang Ho. 20 Tahun 1954 (Leunbaran Negara

: : ‘No. 68/1954) serta wmemori pendjeclasannja;

Yﬂ f. Prijsbesluit No. 156 (surat keputusan dari De Yeere—
H

taris van Stant voor Lconomische Zaken tangzal 28
April 1949 YNo. 770/K.P./841) scrta pendjclasannja.

& 7’ . Yesuai denzan keltenbuan dalam pasal 5 juncto
2/ pasal 46 dari Huurcommissiec~verordening 1946 ftersecbut
~ | Saudara dapat menundjuk tempit? didacrah Keresidenan
< Jjang Saudara pimpin, dimanm peraturan teérscbut akan
e diberi berlaku sambil menentukan sSekali tangzal mulai-
, nja berlaku untuk masing?2 daerah itu.

/4 4. Mengenail pembentukan Komisi Secwa untuk masing?
4 daerah itu diharap agar wendapat perhatian hendakn ja
7 pasal 5 ajat 2 dan pasal 6 ajat 1 dari peraturan jang

dimaksud .-
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L e e

& kepndds L | '
\ 1, para Bupati, Kepala Dadeah” Kabfiipnten dalawm Propinsi Sumatera
Utare (+ helaian untuk pars Wedana dan para Asisten Yedana di-
daerahnja); .
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TERDJEMAHAN,
ks

DEPARTEMEYN PEREKONOMI AN,

SUR AT PUTUSAN-HARGA 10, 156,
deri Sceretaris van Stast voor Economische Zaken tontanz sewa-scwe .

No. 770/K.P./841 .~ . Ratavia, 28 April 1929,-

DE SECRETARIS VAN STAAT VOOR
ECONOMI SCHE Z AKEN,

Memperhetiken Undang-undang Pengundalian Harge 1948 tgl. 19
Wopemher 1948, Sthl. No.:295 domikian djugd Persturan Pengendelio:
Harge 1948 %tgl. 19 Nopembor 1948, Stbl No,:296;

2

Mie moan bowl stletest il
Pasal 1.

Didalam surat keputusan ini dimeksud dengen:
komisi—sowa : komisi-scwe jang dimaksud dalasm pesel 5 darl Perotu-
! ran Komisi Sewa 1944 Djawa dan Medocra dan Sumetcrr,
ataupun bdile inl tidek ada, instansi lain jeng di-
bentuk eotan jeng sudsh ada denzan tuges jang seruve
etau jenz scdjcnis; \
harga~sewa « ganti-kerugian—-gsnti-kerugian del2m kescluruhennia,

dolam bentuk avPpun djuzge,. jang ditegih untule oomé-—
kgian sinatu bgnagnan gk?u’b hp%iannj§% Py

PHSD]_ 2-

i) Hargs—scwa, jene paling tinezei bolch diminte aten ditagih unine
suest hangunon a8tsu bahegiannis herdjumlah:
a. untuk suadtu bengunén jeng dipergunaken untuk didiomi
130 per 100 deri harge-sgwa jang diperkiraken bagi hengunen idu
pada 1 Pebrueri 1942;
b. untuk suatu hengunan janz dipergunaken seldin dorl p2de untuk
didiami:
140 por 100 deri harge-sew? jeng diperkiraken bagi hengunén itu
pad@ 1 Pohrueri 1942;
c. uniuk rumdh-~rumeh tcempat tinzgel, jang herge-scewenja pade 1
Pehruari 1942 berdjumlah £30,- atau kureng:
harga-scwa jang untuk itu pada 1 Pebruari 1942 diperkirskan.
(2) Djiks snetu hansnon pede 1 Pobruari 1942 tidak dlperscwele
nmakéa harge—~scwa peling tinggl jeng diporbolehk@n jeng dimeksud ol
2jet (1) edelah:
2. untuk bansunen jeong baru didiriken:
djumleéh jenz scsuai dongan 150 per 100 deri herze—scwe jong
herlsku pede 1 Pebrueri 1942 hagi sustu bengunen jeng scimban:;
b, untuk scgela hengunfn seleinnjal :
djumleh jeng scsusi dengon persgntesi jeng torsebut delem »i7¢
(1) deri hArge-scwe jang berleku veda 1 Pebrueri 1942 basi siot
tanaan-n jang scimbang, _
(3) Hergp—scws paling tingel j-ng diverbolchken untuk sustu hehasi-
zitn deri suatu bengunan herdjumlsh scha-njskr h@heoglen jenz sebon-
ding drrl hares-scwe poling tinsel jong diperbolehkeon jong herloku
hezi hengunoan itu.
(L) Djike komisi-scwe schelum mulei herlakunis surat putusen ini
telah menetspkeén suotu harge-scwa, janz menjimvéng dori diumléh hsi.-
28~scwe, jAng herlelku pads 1 Pebruari 1942 untuk bangunén jeng bhorsdne--
IMiteon 8%~1 hohoA 8nnioe miira nemnanntaed _vwarenant aad 48nce +Aaracnhiit
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hC]G“SPP{an kead2en-keadsan jenz ludr birs@ moke komisi-scws hor-
lusis
a, mlnctﬁp an suatn h@rgs-sewa peling tingzi jang diperholchizen un-
tulr suatu bengunAn otau hehegionnja jong vhde 1 Pehrueri 1942
dipersoweken, jengz menjimpenz deri harge-sgwe veling tinzai 1"nw
diperbolehkzen den jong herlaku bust hanzunen itu herdfserken mo-
sal 2 =38t (1) den 2ot (3) dan iong monggentilkannia st itn;
b waltu penctep®n herg@-scwe p2ling tinssgi jonz diverholchkan untn'
brngunan oteu behegiennia janz pade 1 Pohrua i 1942 tidot diperso -
welzen, meniimpeng dari ketcontusn dalam pesal 2 njat (2).

P."-’SP‘]. 4‘0

Keputus sn-keputusan dori snAtu komisi-sewe untu¥ mendjalsnken
sur~t putusen ini disngzep schogei diemtll untuk meleksenslen'Pera—
turan Pongendelien Hotoe 19487,

Pesal 5,

Sur~t putusen ini berlaku untuk sclurinh Indongsine don depot di-
schutken dcngan "Suret putusen hergr-sews 19497, ;
Ia glan dilummkan dalam Javesche Coursnt dan mulal herleku med”
1 Mel 1949.-

De Scereteris van Strat voor Economische Zoken:
Untulr ini:
Lepnla Kantor Pongendnlion Hprga
L.H.BUIZENGA,

FENDJELASA

s
=1

terhedap "Surst putusan herge-sews 19497",—

Diderlam “Surst putus™n horga—sews 1949" tormesulr Froneciken herar
hrroft jong aken dibojer untul sew” hengundn-hengunfn Jonz telah dinc-
nerkén ¢leh Pemerinteh Indonesie. Denson ini telsh dicnuhi disetn 01—
hek terhadap dosakPn dori pihek mereks janz memmersewokon suneji” fer-
hadfp keneilAn ongkos—ongktos pemellherasn d2n perbeikan deri hHenegonan-
honeunan demilien djuzge d4fri bisje-hidup, dibensrkan nenghesilen j-n
lebih tinggl deri venjeween bengunsn~hsngunen, dilsin plhek terhoden
koedaen ternakse janz mesih sclalu diskud 8zsr mageran untuk hergo-—
harze scwe djengan dshulu dibebaglken Sbldllhn19 tcteoni untur melin-
dunzl lkeadean deri ponjowp—neﬁ cws donaztn d]plan mrsih mempersun®lean
penel 8nen har§p~hﬂr°~ paling tingsd maxima), Untulk kreoe ntingsn go-
lonzen jene paling lemsh dale am hal Dere konomlrnmia di snzean verlu
untul tldpk memhenariesn lgnailen horge—scwe deri hansunen-hensunen
jonz pads 1 Pebrueri 1942 memmunjal herso—scwe tmlenan schenjok ?36,—
sten kmirang,

. 0lch kercns perature~n jong diesdéken sckarenz ini selendjutnje
mempunjal hubungen l2ngs@ng dengen nerboilkan zadii jeng dilelkulen
bagi pezewal pemerinteh,’ make 12 horu 8ken mule@i berleku nhd~ t8nazgel
dimena ia proktis untulr sezele 2olongen didjalankan, Jeitu pedes tong-
gel 1 Mel 19“9. Pornpnd1?daan waktu dengen herlaku surat dari pers—
tur““ itu tidsk depot dipcrtimhangksn, kfren- suatu keneiken sews

anzan berlelm surut ter9n9 wmmn j tidpk aktan dep2t divikul olch pe-
njown.

Persentasi-persentesi paling tlnqcl Jong dihcnerkan itu sudsh
djulas, moreng maksud ‘dari surat-outussn ini, scperti jung djuge
kedjadien hingze ini, untur memdahlcan penglelsansan, hingze tiade—
lah perlu hohwa hargd-~hersga sewa sgnontissa ditotapken olch kromisi~
sewo; kemisi-dalem pads itu dapet dimintelken pcranteraannjs dolem
hel-hel, dimen® kedues helah fihek tidek mempcrolch kata scpekat, su-
paje dlpGPOlbﬂ penetenannis,
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Denzen suatu "angunén jeng baru didiriksn" harusleh didrtiken
suatu bengunan, jeng telah dilsksansken sesudsh 1 Meret 1946 den
jenz nenglaksansan itu tidelr diuntukken bueot memperbaiki stou bust
penjelesaiesn dari sustu bangunsn jang scholum tenzeel terschut te-
1=h =da stau tenzah dibengunken,

Komisi gewa berkuasa dalam hal-hal jsng lusr bieses menjimpenz
deri surat keputusan ini den menctapken harge sew® psling tinggi
jeng 1loin dari jong tersebut didalsmnja, Delam hal ini telah diingsat
alren h21-hel, dalem ména sutu dbentule j=ng ludr bissa derd kendeon -
¥eedaen, denzen sclajaknia menghendalki penjimprnzen jeng dimeksud;
terutame telsh dilngat aken suatu pemekeisn jang bermat jam—metjsm
dan tersendiri dori berhezel beglan-hagiosn dari satu hanzunan itu
djuga jang asing-esing diperscwakan; sctorusnja akan kesdanan, hahwe
suatu hangunan dilaksendksn ateu diperbaiki sechegiannjas sebelum 1 Mo~
ret 1946 dan sebezien Binnjs sesudeh tengzal terschut, meuvun jang
sgsudsh tanggal ini dapet dikatakan seluruhnja telah diperbailki; ten-
tu sadjslah, hahwa kckuass@en ini &met djareng divekei.

Dalem pasel 1 dongen"komisi-scwe" diluar komisi-komisi sewe jcne
horeda diSOSOtbmp?t ditempet~tempet 1tu jeng tidsk sedemikian halnjs,

djug» termasuk tiap—tlap instansi, J}eng mendjelenlkan disitu kekuagsan—

kekuasaan dari suertu komisi-scwa berdaserken perinteh ateu delem Je-
njatéennjf.—

Diterdjomehken oleh
Komis-kenala, f

,W/

o/

( Anwar Rssjid )=

y S




Kabupaten Atjeh
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No. 1090 / 1.
Peri hal : Pembentukan Kom181 Sewa

untuk Kabupaten Atjeh Pidie

S o S S S S SO EE RS SR EE=EE

Dengan hormat,berhubung dengan surat Saudara tanggal
29-1-1955 No. 1053/17 serta memenuhi maksud tindisan surat Guber:
nur/&epala Daerah Propinsi S.U. tanggal 8-12-1954 No. 57909/1 2
2823/1/Des.,mengenai peri hal tersebut diatas,gangmanavdlsampab
kan djuga kepada saja, diminta agar Saudara akan sudi kiranja
mengusulkan kepihak atasan,untuk memperoleh penetapan atas Ang-
gota—-anggota Komisli Sewa serta ketentuan deerah-daerzh dalam

Pidie,dimana Peraturan Komisi Sewa 1946 akan da.

pat berlaku, sebagai diusulkan dibawah ini.

I. Deerah?2 dalam Kabupaten Atjeh Pidie dimana akan berlaku
Peraturan Komisi Sewa 1946

IT.

8¢ SIGLI, ibn kota kabupaten Atjeh Pidie

b. MEUREUDOE, ibu kota kewedanaan lleureudoe

c. KOTA BAKTI, ibu kota kewedanaan Kota Bakti

d. Daerah?2 Ketjamatan dalam kabupaten Atjeh Pidie

KOMISTI SEWA 3

a. SIGLI,ibu kote kabupaten Atjeh Pidie

l. Ketusa

2. Anggota?2

3. Anggotal? tja=-

dangan

de Secretaris

.+ Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh
Pidie di Sigli.

:

35l

2.

3.
s

L,

2.

Kepala Seksi Pekerdjaan ﬁmum Kabu-~
paten Atjeh Pidie di Sigli

Kepala Kedjaksaan Pengadilan Neger
di Sigli

Kepala Polisi Wilajah di Sigli
Kepala Kampong Kota Si~li di Sigli

P.L.Tobing,Pembantu Ingspektur Poli
si k1.l pada kantor Polisi Wilajah
di Sigli.

Hasan, Djaksa Pengadilan Negeri

di Sigli.

M.Sjarief,Opseter Muda pada Seksi
Pekerdjaan Umum Kabupaten Atjeh
Pidie di Sigli.

Kaharoeddin, Komis pada kantor Bupati
Atjeh Pidie di Sigli.



b, MRUREUDOE, ibu kota kewedanaan Meureudoe

l. XKe tuas $ Wedéna,Kewedanaan Meureudoe di
Meureudoe -
2. Anggota?2 : 1, Kepala Polisi Wilajah di Meureu
doe.

2. Assisten-Wedana,Ketjamatan Meu-
reudoce di Meureudoe.

2v ANGEOIRE L)An i 1., M.Nur Nasution,Komandan Polisi

dangan pada kantor Polisi Wilajah di
Meureudoe.

2., Meuse, Keutjhi! Kota di Meureud

ce KOTA BAKTI,ibu kota kewedanaan Kota Bakti

l, Ke t una : Wedana,Kewedanaan Kota Bakti di
Kota Bﬁkti -
2., Anggota?2 : 1. Assisten-Wedana,Ketjamatan Sakt

di Kota Bakti.
2, Achmad Abu, Kepala Pekan kl.II
di Kota Bakti

Jx ANggobel L@ 897 T.Hamzah, Kepala Mukim Mali/Bak

di Kota Bakti
2. Habib Rajeu!, Ketua GASIDA di
a
Kota Bakti.

dangan

d. Daerah-Daerah Ketjamatan dalam kabupaten Atjeh Pidie

1., Dianggap tidak perlu dibentuk suatu Komisi Sewa
2. Untuk melaksanakan kekuasaan2 Komisi Sewa,menurut
peraturan, diserahkan kepada Pamong Pradja Jjang

tertinggl pangkatnja,jang berada didaerah Ketjama
tan bersangkutan.

Seland jutnja,dapat saja tambahkan disini, bahwa disebab
kan Peraturan Komisi Sewa 1946,belum lagi dinjatakan berlaku
didaerah Atjeh,maka segala pengaduan? mengenai hal ini jang t
lgh diterima,tidak dapat diurus sebagaimane mustinja,sehingg=

beberapa orang jang telah memasukkan pengaduan(sipenjewa) ke
kantor saja,karena tuntutan dari jang "menjewakan" telah diad
1li dalam bulan ini oleh Pengadilan Negeri di Sigli dengan von
nis Jang memberatkan kepada sipenjewa.

Oleh karena demikian, guna mentjegah berlakunja penguru
san sengketa "sewa" Jjang bertentengan dengan djiwa Peraturan

Komisi Sewa 1946 dalam Kabupaten ini,untuk masa jang akan da-



tang, -diharapkan benar supaja usul-usul saja jang ter-
sebut diatas akan dapat kiranja dengan segera dikeluark:
penetapannja.

Demikianlah agar Saudara maklum,kemudian harap dibe-

ri chabar.

Kepada

Reewiden Atjeh

di 'Av\;f§7;m,; o= Tgk,Usman "":’Lz'“-x\\:‘5
Kutaradija ali

. S G S G S 0 e O D e ) W A ) @ S S Gm e A S O A W S G S S S G

Tindisan dengan hormat dikirimkan kepada :

1, Gubernur/Kepala Daersh Propinsi S5.U. di Medan
2, Wedana,Kewedanaan leureudoe di Meureudoe

3, Wedana,Kewedanaan XKota Bakti di Kota Bakti
jangmans untuk ke 1 guna seperlunja dan untuk

ke 2 dan ke 3 guna dimaklumi.
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= ~ PROPINSI SUMATERA UTAR //K
o MEDAN /?OW
$ _@_———
AR s e =T ———— —
’ Medan 24 Nopembcr 1955.~
No. ' 52655/1 - 2626/1/Des. - Kepada
Lampiran 1._-—
- [chwal Instansi penzgzanti H.T.B. R TREN “ATRH
dalam Huurcommissieveror~ di
dening 1946.-~
A py il e i i ok w5 e e KUTARADJA, -
/ / Vi = A j,g e
/ /‘1./ Z# e -.nﬂ-?g / 1
f/, (.."A _.-"./" ,-"'-"‘3‘ / "= : ﬂ‘}.‘ &
I o e i;;{ —7
?ﬁ ;é Berhubung dengan surat Saudara Bupati/Kepala
/':%L{ ;é;.ag5 \ Daerah Kabupaten At jeh Pidie tangzal 27 Oktober

{;1955 No.1090/1 janz aslinja disampaikan ke pada

J;

B

Saudara, bersama inl dengan hormat dimaklugkan,
bahwa sctelah kamli mempeladjari kembali akan mak-
sud keputusan Presiden Republik Indonesia $anz-~
gal 28 Djuli 1952 No,l174, kami mempunjai pendapat
jang berbeda tentang tafsiran instansi penzaanti
H.T.B. jﬁn diuraikan olech Menteri Dalam Nezeri
dalam suratnja tanzaal 4 Nopember 1954 No,S8.U.5/
3/46 jang djuza kami kirimkan dalam salinan ke~
pada Saudara denazan surab ani tanagzal 8 Desem-
?l -t 2823/1 Des, ~

Berhubung dengan itu dan selama persoalan
ini schbagaimand Saudara dapat memqyluminaq lebih
djelas dari salinan surat kami tangzal 3 Djuni

\Qi 1955 No.9385/1 - 575/1/Dea jang disertakan ber-

sama ini belum mendapat keteczasan janz lebih lan-
djut dari Menteri Dalam Nezeri, Saudara sukn ki~
ran ja menang auhkan pembuatan ke*e tapan jana diper
lukan Bupati/Kepala Dacrah Kabupaten Atjeh Pidie
itu, -




